WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR
75 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

Menimbang :

Mengingat :

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BATAM,

bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Wali
Kota Batam Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar
Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Batam, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan
Luar Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Batam,;

1. Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang. . .
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

11. Peraturan. ..
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

12:

13.

14.

15.

16.

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor
18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam
Tahun 2019 Nomor 7).

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor
100);

Keputusan Wali Kota Batam Nomor

279/HK/VII/2021 tentang Standar Harga Satuan
dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BATAM.

PASALI. ..



B

PASAL I

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Wali Kota Batam Nomor
75 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di
Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota
Batam Tahun 2021 Nomor 861) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

Pasal 9

Perjalanan Dinas bagi pelaksana SPD diberikan
biaya Perjalanan Dinas yang dibebankan pada
SKPD berkenaan dan/atau dibebankan pada SKPD
terkait.

Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari komponen-
komponen sebagai berikut:

a. Uang Harian;

b. biaya transport udara/laut/moda transport
lainnya;

Biaya Taksi,
Biaya Penginapan,;

Uang Representasi Perjalanan Dinas;dan

= 0 a0

biaya sewa kendaraan.

Biaya Transportasi udara dan/atau transportasi
laut dan/moda transport lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu airport tax,
seaport tax, terminal tax, dan stasiun tax.

Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c, yaitu biaya taksi surcharge, toll, Retribusi
atau Pajak masuk terminal, pelabuhan dan/atau
stasiun.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi
tujuan tidak dapat dijangkau dengan taxi dari atau
menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau
stasiun, maka Biaya Transportasi menggunakan
satuan Biaya Transportasi darat atau Biaya
Transportasi lainnya.

Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d merupakan biaya yang digunakan
untuk menginap di hotel atau penginapan lainnya.

Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf e dapat diberikan kepada Wali
Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan dan anggota
DPRD, dan Pejabat Eselon II selama melakukan
Perjalanan Dinas.

(8) Biaya. ..
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(8) Biaya sewa kendaraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf f diberikan untuk
Wali Kota/Wakil Wali Kota mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(99 Besarnya biaya penginapan ditetapkan
berdasarkan lamanya menginap yang dihitung dari
jumlah hari perjalanan dinas dikurangi 1 (satu)
hari.

(10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar
minyak, dan pajak.

(11) Istri/Suami Wali Kota/Wakil Wali Kota diberikan
uang harian disetarakan dengan pihak lain yang
diatur sesuai Standar Harga Satuan.

(12) Istri/suami Wali Kota/Wakil Wali Kota yang
mendampingi Wali Kota/Wakil Wali Kota diberikan
biaya transport yang sama dengan yang
didampingi.

(13) Istri/suami Wali Kota/Wakil Wali Kota yang tidak
mendampingi Wali Kota/Wakil Wali Kota diberikan
biaya transport yang disetarakan dengan pihak
lain yang diatur sesuai Standar Harga Satuan.

(14) Dalam hal istri/suami Wali Kota/Wakil Wali
Kota dan Sekretaris Daerah yang tidak
mendampingi Wali Kota/Wakil Wali Kota dan
Sekretaris Daerah diberikan biaya penginapan
yang disetarakan untuk Eselon III yang diatur
sesuai Standar Harga Satuan.

(15) Tim Ahli/Tenaga Ahli/Narasumber yang
didatangkan dari luar Daerah, hanya diberikan
komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, huruf ¢, dan huruf d.

(16) Pihak lain yang diikutsertakan dalam perjalanan
dinas hanya diberikan komponen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, dan d
mengacu pada standar harga satuan ASN di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota 1ini berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar. . .
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Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota

Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 10 Januari 2022

WALI KOTA BATAM
dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 10 Januari 2022

~ SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM
dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 870

Salinan sesuai déngan aslinya
Kepala Bagian um

IO SASONGKO, SH

Penata TK |
NIP. 19830102 200903 1 001
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